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Latar belakang diambilnya penelitian ini adalah dengan adanya 
pengembangan Sekolah Tinggi Seni Indonesia menjadi Institut Seni Indonesia 
(ISI) Surakarta ditujukan meningkatkan kualitas pendidikan dan  pengajaran, 
penelitian, kekaryaan seni, pengabdian kepada masyarakat, manajemen organisasi, 
kemahasiswaan serta informasi dan layanan informasi seni budaya. Sasaran yang 
dituju adalah meningkatkan kualitas, relevansi dan efisiensi pendidikan, 
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas 
dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan daya tampung serta 
meningkatkan status lembaga menjadi institut, sehingga berdampak perubahan 
didalam struktur organisasinya. Adapun kendalanya karena kualitas dan kuantitas 
sumber daya manusia belum memadahi maka didalam pengangkatan pejabat 
struktural maka di ISI Surakarta belum bisa sesuai dengan kebutuhan menurut 
peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta. Oleh sebab itu perlu 
dilakukan upaya-upaya agar sesuai dengan peraturan tersebut di atas.  
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertama sejauh mana 
Kebijakan Keputusan Rektor ISI Surakarta Nomor 14090/16/KP.03.01/2008 
sesuai dengan kebutuhan, kedua kendala yang terkait dengan Kebijakan 
Keputusan Rektor tersebut, ketiga upaya-upaya yang dapat dilakukan, agar 
memenuhi kebutuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007. 
Penelitian ini adalah penelitian non doctrinal (socio legal research) dengan 
pendekatan penelitian kualitatif dengan macam penelitian yang dipakai adalah 
penelitian evaluative. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi 
kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif sedangkan 
teknik analisis data yang dipergunakan adalah model analisis interaktif atau 
interactive model of analysis. 
Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan Rektor 
ISI Surakarta No. 14090/I6/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat 
Struktural Eselon III-A ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja belum 
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sesuai dengan kebutuhan untuk mengisi jabatan eselon II-A. Kendalanya karena 
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum memadahi. Oleh sebab itu 
upayanya diangkat dengan SK Rektor Plt.  Kepala Biro Administrasi Umum dan 
Keuangan dan Plt. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, 








































Sulistyowati S.310508213. The Policy of the Decree of the Rector of Indonesia 
Institute of the Arts of Surakarta (ISI), Number: 14090/16/KP.03.01/2008 on 
The Appointment of the Structural Officials of Echelon II-A at Indonesia 
Institute of the Arts of Surakarta (ISI) Viewed from the Regulation of the 
Ministry of National Education of the Republic of Indonesia Number 45, 
Year 2007 on Organization and Work Management of the Indonesia Institute 
of the Arts of Surakarta (ISI).  Thesis: The Graduate Program in Law Science, 
Sebelas Maret University, Surakarta, 2010. 
 
 The background of this research is the status improvement from Indonesia 
College of the Arts of Surakarta (STSI) to Indonesia Institute of the Arts of 
Surakarta (ISI). The change of the status aims at improving the quality of 
education and instruction, research, art works, service to community, 
organizational management, student affairs, and information and information 
services for arts and cultures. The targets are to improve the quality, relevance, 
and efficiency of education, the quality and quantity of human resources, the 
quality and quantity of service to community, the new student capacity, and the 
institutional status to become institute so that they have impacts on its structural 
organizations. However, there occurs a constraint to the implementation of the 
policy due to the inadequate quality and quantity of the prevailing human 
resources. As a result, the appointment of the structural officials at Indonesia 
Institute of the Arts of Surakarta (ISI) has not fulfilled the provisions as demanded 
by the Regulation of the Ministry of National Education, Number: 45, Year 2007 
on Organization and Work Management of Indonesia Institute of the Arts of 
Surakarta (ISI). Therefore, some efforts should be done so that the appointment 
conforms to the aforementioned regulation. 
 The objectives of this research are to explain: (1) how far the policy of the 
Decree of the Rector of Indonesia Institute of the Arts of Surakarta (ISI) Number: 
14090/16/KP.03.01/2008 has complied with the requirement; (2) what constraints 
are related to the policy of the Decree of Rector of Indonesia Institute of the Arts 
of Surakarta (ISI); and (3) what efforts can be done to fulfill the requirement of 
the Regulation of the Ministry of National Education of the Republic of Indonesia 
Number: 45 Year 2007. 
 This research is a non-doctrinal one (socio legal research) with an 
evaluative qualitative research approach. Its data consisted of primary and 
secondary ones. The data were gathered through observation, in-depth interview, 
and, and library research. The data were qualitatively analyzed by using an 
interactive model of analysis.    
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 The results of the analysis are as follows. The policy of the Decree of 
Rector of Indonesia Institute of the Arts of Surakarta (ISI) Number: 
14090/16/KP.03.01/2008 if viewed from the Regulation of the Ministry of 
National Education of the Republic of Indonesia Number: 45 Year 2007 on 
Organization and Work Management of Indonesia Institute of the Arts of 
Surakarta (ISI) has complied with the requirement to fulfill the post of the 
structural officials of Echelon III-A but has not complied with the requirement to 
fulfill the post of the structural official of Echelon II-A. The constraint to the 
fulfillment of the latter is due to the inadequate quality and quantity of human 
resources. To deal with such a constraint, the officials are appointed by issuing the 
Decree of Rector on Acting Head of the Bureau General Administration and 
Finance and Acting Head of the Bureau of Academic Administration and Student 
Affairs, Planning, and Cooperation, which are assigned to carry out the duties of 























Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan 
karunia NYA, sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik. 
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pertolongan dan campur tangan NYA, disetiap langkah dan kesempatan. 
Penulisan tesis merupakan sebagian peryaratan yang harus dipenuhi oleh 
setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Tesis ini berjudul “Kebijakan Keputusan Rektor Institut 
Seni Indonesia (ISI) Surakarta Nomor 14090/I6/Kp.03.01/2008 tentang 
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III-A pada Institut Seni Indonesia (ISI) 
Surakarta, Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni 
Indonesia (ISI) Surakarta”. 
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan 
untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Keputusan Rektor di dalam 
pengangkatan Pejabat Struktural, sekaligus sebagai sumbangsih penulis kepada 
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta tempat penulis bekerja sebagai Pegawai 
Negeri Sipil selama 29 tahun.  
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3. Prof. Dr. Setiono, SH., MS, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak 
memberikan kemudahan dan fasilitas guna keperluan penulisan tesis ini. 
4. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak memberikan bantuan selama 
penulis menyelesaikan studi. 
10. Prof. Dr. T. Slamet Suparno, S.Kar., MS, selaku Rektor Institut Seni Indonesia 
(ISI) Surakarta yang memberikan ijin kuliah, dorongan dan waktu selama 
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Kepada Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan Institut Seni Indonesia 
(ISI) Surakarta 
13. Slamet, S.Psi, Ruhulhaq Albanqi Slamet Sulistyo, Abiatul Qolbi Slamet 
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A. Latar Belakang Masalah  
Kesenian merupakan salah satu perwujudan budaya dan ungkapan 
pengalaman jiwa dalam menyatakan diri dalam rangka untuk meningkatkan harkat 
hidup kemanusiaan. Oleh karena itu, kehidupan kesenian harus selalu dilestarikan, 
dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan dinamika 
jamannya. Pelestarian, pembinaan, dan pengembangan kesenian Indonesia, hanya 
dapat terwujud terutama melalui perguruan tinggi seni, karena di dalamnya 
terdapat dan akan lahir seniman, peneliti, pemikir, pembina, serta budayawan 
yang berwawasan luas ke depan. Kehidupan kesenian hanya dapat tumbuh subur 
pada ajang budayanya. Perguruan tinggi seni selayaknya berada di tengah-tengah 
masyarakat pendukungnya. Surakarta sebagai pusat budaya yang berpengaruh 
kuat, meluas, dan merata, khususnya di Pulau Jawa memenuhi syarat sebagai 
lokus perguruan tinggi seni. Sekolah Tinggi Seni Indoensia Surakarta sebagai 
salah satu perguruan tinggi seni berupaya turut serta mewujudkan cita-cita bangsa 
di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi seni. Sekolah Tinggi Seni 
Indonesia Surakarta berkewajiban mengembangkan ilmu dan teknologi serta 
kreativitas kesenian, sesuai dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 
akademik, otonomi keilmuan, serta otonomi kebebasan kreativitas dan kekaryaan 
kesenian. Pengembangannya diarahkan untuk memajukan peradaban manusia, 
khususnya bangsa Indonesia selaras dengan pembangunan nasional dan 
pembangunan seluruh msyarakat Indonesia.  
Namun dengan adanya pengembangan Sekolah Tinggi Seni Indonesia 
menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta ditujukan meningkatkan kualitas 
pendidikan dan  pengajaran, penelitian, kekaryaan seni, pengabdian kepada 
masyarakat, manajemen organisasi, kemahasiswaan serta informasi dan layanan 
informasi seni budaya. Sasaran yang dituju adalah meningkatkan kualitas, 
relevansi dan efisiensi pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber 
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daya manusia, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada 
masyarakat, meningkatkan daya tampung serta meningkatkan status lembaga 
menjadi institut. 
Oleh sebab itu agar seluruh cita-cita dan tujuan Institut Seni Indonesia 
(ISI) Surakarta tercapai disusunlah STATUTA ISI Surakarta yang merupakan 
pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan fungsional. Selain itu, juga berfungsi 
sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan 
prosedur operasional yang berlaku di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 
Pedoman dasar ini diatur di dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang STATUTA INSTITUT SENI 
INDONESIA SURAKARTA yang di dalam ketentuan umumnya menyebutkan 
bahwa:  
1. Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya disebut ISI Surakarta 
adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan 
akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan 
profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca 
sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan 
tertentu.  
3. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang 
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan 
keahlian khusus. 
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta 
didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal 
setara dengan program sarjana. 
5. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada 
ISI Surakarta. 
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 
mentransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
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pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengadian 
kepada masyarakat. 
7. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan 
nasional. 
8. Warga ISI Surakarta adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan 
tenaga administrasi dalam lingkungan ISI Surakarta.1  
Adapun visi, misi dan tujuannya adalah sebagai berikut:2  
Visi ISI Surakarta dalam  waktu 10 tahun ke depan mampu berperan 
sebagai pusat unggulan kehidupan kreativitas dan keilmuan seni budaya bagi 
kemaslahatan manusia.  
Misi ISI Surakarta  
a. Membangun pendidikan, penelitian dan kekaryaan, pengabdian kepada 
masyarakat di bidang seni budaya yang bermutu, bertaraf nasional dan 
regional. 
b. Mendinamisasikan kehidupan seni budaya masyarakat. 
c. Mewujudkan tata kelola institusi yang profesional dan akuntabel. 
d. Mengembangkan pusat informasi seni budaya yang akurat dan terpercaya. 
Tujuan ISI Surakarta 
a. Tujuan Umum 
ISI Surakarta diselenggarakan sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang 
ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan para 
mahasiswa sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan 





                                                 
1 Salinan, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta”, hal. 3-4. 
2 Ibid., hal. 3. 
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b. Tujuan Khusus 
a) Menjadi institut riset dan kekaryaan seni yang unggul dan bertaraf 
regional. 
b) Terwujudnya kehidupan seni budaya masyarakat yang dinamis. 
c) Menjadi institut seni yang bertata kelola baik. 
d) Menjadi sumber dan layanan informasi seni budaya yang akurat dan 
terpercaya. 
ISI Surakarta merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen 
Pendidikan Nasional, dibawah pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 
berkedudukan di Surakarta, Jawa Tengah, dan secara resmi dilembagakan pada 
tanggal 20 Juli 2006 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2006 
tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Surakarta. 
Perubahan status dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia menjadi Institut Seni 
Indonesia Surakarta ada perubahan yang cukup signifikan dari struktur organisasi 
sekolah tinggi menjadi institut, pembengkakan struktur sementara kualitas dan 
kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai.  
SDM dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa tidak ada organisasi yang 
bergerak dalam keadaan terisolasi. Artinya tidak ada organisasi yang boleh 
mengambil sikap tidak peduli terhadap apa yang terjadi di mana ia bergerak. Salah 
satu konsekuensi logis dari kenyataan demikian ialah bahwa manajemen Sumber 
Daya Manusia pun harus sangat peka terhadap berbagai perubahan yang terjadi 
sekitar organisasi jenis tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan baik. 
Berbagai jenis tantangan yang harus dihadapai dalam manajemen Sumber Daya 
Manusia dapat bersifat eksternal, organisasional, maupun profesional.3 
          Sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang 
RI no. 43 tahun 1999 Bab III mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
Berdasarkan pasal 12 dijelaskan bahwa: 
(1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaran 
tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna 
                                                 
3 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, ctk. Keenam belas, Bumi 
Aksara, Jakarta, 2008, hal. 35. 
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(2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang 
professional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan  ysng 
dilaksanakan berdasarkan system prestasi kerja. 
Menurut pasal 13 dijelaskan bahwa: 
(1) Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, 
standart,  prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber 
daya Pegawai negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, 
pemberhentian, hak kewajiban dan kedudukan hukum. 
(2) Kebijakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), 
berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintah. 
(3) Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan sebagimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk 
Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. 
(4) Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri 
dari 2 (dua) Anggota tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris 
Komisi serta 3 (tiga) Anggota tidak tetap yang kesemuanya diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. 
(5) Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara sebagaima dimaksud  
dalam ayat (4), secara ex officio  menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala 
Badan Kepegawaian Negara 
(6) Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali 
dalam 1 bulan.4 
Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas 
dan efisiensi penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali 
peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 
keunggulan kompetitip dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan 
pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan Masyarakat untuk 
                                                 
4 Tim Redaksi Fokus Media, Pokok-Pokok Kepegawaian Edisi lengkap, ctk. Pertama, 
Fokus Media, Jakarta, 2007, hal. 39-40. 
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menciptakan sosok Pegawai Negeri Sipil sebagai mana di maksud diatas maka 
dipandang perlu menetapkan kembali norma pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
dalam jabaatan struktural secara sistimatik dan terukur mampu menampilkan 
sosok pejabat stuktural yang professional sekaligus berfungsi sebagai pemersatu 
serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan, 
perkembangan dan intensitas tuntutan keterbukaan, demokratisasi, perlindungan 
hak asasi manusia dan lingkungan hidup.  
Dalam mencapai obyektifitas dan keadilan pengangkatan pejabat struktural 
ini juga menerapkan nilai-nilai inpersonal, keterbukaan. Penetapan jenjang 
pangkat untuk masing-masing Eselon adalah merupakan tindak lanjut dari prinsip 
pembinaan karier dalam jabatan struktural yaitu Pegawai Negeri Sipil yang di 
angkat dalam jabatan stuktural pangkatnya harus sesuai dengan pangkat yang 
ditentukan untuk jabatannya. Akan tetapi kendalanya karena kualitas dan 
kuantitas SDM belum memadai maka di dalam pengangkatan pejabat struktural di 
ISI Surakarta belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 45 Tahun 
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta. Oleh 
sebab itu ada kekosongan yang dialami di administrasi karena jabatan Struktural 
Eselon II harus dijabat tenaga administrasi. Secara garis besar struktur organisasi 
Sekolah Tinggi Seni Indonesia di administrasi, terdiri dari :  
ESELON III-A    2 orang  
ESELON III-B     1 orang 
ESELON IV-A    6 orang 
dengan pangkat tertinggi golongan IV-A , sedangkan di dalam struktur organisasi 
ISI Surakarta dituntut :   
ESELON II-A       3 orang 
ESELON III-A    7 orang  
ESELON III-B     1 orang 
ESELON IV-A    17 orang 
dengan pangkat terendah untuk menduduki pejabat Struktural Eselon II-A  harus 
golongan IV-C, sedangkan jumlah yang ada di dalam Daftar urut kepangkatan 
belum ada yang berpangkat golongan IV-C.   
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 Dengan berbagai keadaan dan pertimbangan tersebut di atas, maka peneliti 
sangat tertarik untuk mengajukan tesis dengan judul “KEBIJAKAN 
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) 
SURAKARTA NOMOR 14070/I6/KP.03.01/2008 TENTANG 
PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III-A PADA 
INSTITUT SENI INDOENSIA (ISI) SURAKARTA, DITINJAU DARI 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA” 
 
B. Perumusan Masalah  
1. Mengapa kebijakan keputusan Rektor Institit Seni Indonesia (ISI) Surakarta 
Nomor 14070/I6/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural 
Eselon III-A pada Institut Seni Indoensia (ISI) Surakarta, belum sesuai dengan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indoensia (ISI) 
Surakarta? 
2. Apakah kendalanya yang terkait terhadap kebijakan Keputusan Rektor Institut 
Seni Indoensia (ISI) Surakarta Nomor 14070/I6/KP.03.01/2008 tentang 
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III-A pada Institut Seni Indoensia 
(ISI) Surakarta, ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut 
Seni Indoensia (ISI) Surakarta? 
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan, agar sesuai  dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indoensia (ISI) Surakarta?  
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  
1. Mengetahui kebijakan Keputusan Rektor Institut Seni Indoensia (ISI) 
Surakarta Nomor 14070/I6/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat 
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Struktural Eselon III-A pada Institut Seni Indoensia (ISI) Surakarta dapat 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut 
Seni Indoensia (ISI) Surakarta. 
2. Mengetahui kendala yang terkait kebijakan Keputusan Rektor Institut Seni 
Indonesia (ISI) Surakarta Nomor 14070/I.6/KP.03.01/2008 tentang 
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III-A pada Institut Seni Indonesia 
(ISI) Surakarta, ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut 
Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 
3. Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang 
ada, agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut 
Seni Indonesia (ISI) Surakarta.  
 
D. Manfaat Penelitian  
Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya dan khususnya Hukum Kebijakan Publik. 
b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan Keputusan 
Rektor Institut Seni Indoensia (ISI) Surakarta Nomor 
14070/I6/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon 
III-A pada Institut Seni Indoensia (ISI) Surakarta, apakah sudah memenuhi 
kebutuhan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Institut Seni Indoensia (ISI) Surakarta. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pemegang 







A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri Sipil. 
a. Pengertian Umum Pegawai Negeri Sipil 
Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan 
peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai 
Negeri untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam 
rangka usaha mencapai tujuan Nasional. 
Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan 
seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui 
Pembangunan Nasional yang direncanakan  dengan terarah dan realistis 
serta dilaksankan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna, 
dan berhasil guna. 
Tujuan Pembangunan Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu 
masyarakat adil dan merata dan berkeseimbangan antara materiil dan 
spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia  yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana 
perikehidupan Bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta 







Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur 
Negara dan kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya tergantung 
dari kesempurnaan Pegawai Negeri. 
Ada beberapa pengertian mengenai Pegawai Negeri : 
1) Pegawai negeri sipil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
orang yang bekerja pada pemerintah yang berada di luar politik 
bertugas melaksanakan admininstrasi pemerintahan berdasarkan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan atau aparatur negara 
yang bukan militer.5 
Menurut Undang-Undang, diantaranya adalah sebagai berikut : 
2) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau 
diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan bedasarkan sesuatu 
peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan 
perundang undangan yang berlaku; 
3) Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan 
Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok kepegawaian. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara 
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji 





                                                 
5 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, ctk. Keempat, Balai Pustaka Jakarta, 1995, hal. 741. 
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Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dijelaskan 
bahwa : 
(1) Pegawai Negeri terdiri dari : 
a. Pegawai Negeri Sipil 
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia 
c. Anggota Kepolisian Negara Indonesia 
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, 
terdiri dari: 
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan  
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
(3) Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dalam ayat (1), pejabat 
yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. 
Menurut pasal 4 dijelaskan bahwa : 
Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga 
persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Menurut pasal 7 dijelaskan bahwa :  
1. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak 
sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. 
2. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu 
produktifitas dan menjamin kesejahteraannya. 
3. Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
Selanjutnya, sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat PEGAWAI 
NEGERI SIPIL melaksanakan tugas-tugas pelayanan terhadap 
masyarakat dengan tujuan memperlancar segala kepentingan para 
anggota masyarakat. 
 
b. Pengertian Umum Tentang Jabatan Struktural 
Pengertian umum tentang jabatan sruktural diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang 
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Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Bab I 
ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud Jabatan Struktural adalah 
suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu 
satuan organisasi negara.  
 
c. Pengertian Umum Tentang Eselon 
Jabatan Struktural dan Eselon satu sama lain tidak dapat 
dipisahkan karena pengertian umum tentang Eselon menurut PP No. 100 
Tahun 2000. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 adalah tingkatan 
jabatan struktural.    
Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 merupakan 
perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Pegawai 
Negeri Sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 
profesional, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas serta 
penuh kesetian dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Sejalan dengan hal 
tersebut, pegawai Negeri Sipil perlu diperhatikan kualitas 
profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Penyempurnaan sistem 
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural meliputi 
pengaturan kembali mengenai Eselon tertinggi sampai dengan Eselon 
terendah Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan latihan Pegawai Negeri 
Sipil, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural untuk 
menduduki jabatan struktural setingkat lebih tinggi dan keanggotaan 
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.  
Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 13 Tahun 2002  
Menurut pasal 1 PP Nomor 100 Tahun 2000 dijelaskan bahwa :  
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
diubah, sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi 
sebagai berikut, menurut pasal 3 : 
(1) Eselon tertinggi sampai dengan Eselon terendah dan jenjang 
pangkat untuk setiap Eselon adalah sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran Peraturan Pemerintah ini. 
(2) Penetapan Eselon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ditetapkan berdasarkan penilaian atas bobot tugas, 
tanggungjawab, dan wewenang. 
(3) Penetapan Eselon V dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(4) Penetapan Eselon V sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
dilaksanakan dengan memperhatikan :  
a.  kebutuhan organisasi 
b.  rentang kendali  
c.  kondisi geografis  
d.  karakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang 
berhubungan langsung dengan pelayanan kepada 
masyarakat.” 
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi 
sebagai berikut, menurut pasal 7 :  
(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan 
struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan 
kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang diterapkan untuk 
jabatan tersebut, 
(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan 
kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikat 
sesuai dengan pedoman yang diterapkan oleh instansi pembina 
dan instansi pengendali serta dIanggap telah mengikuti dan lulus 
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pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan 
untuk jabatan tersebut.” 
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu 
Pasal 7 A, yang berbunyi sebagai berikut, menurut pasal 7 A :  
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat 
diangkat  dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang 
bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan 
struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali 
pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang 
Presiden.” 
Di atas telah disebutkan tingkatan dalam suatu jabatan struktural 
adalah Eselon dan disusun berdasarkan berat ringannya tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak. Pemerintah juga telah menciptakan 
pola karier yang menggambarkan jalur pengembangan karier dan 
menunjukkan keterkaitan dan keserasian antar jabatan, pangkat, 
pendidikan, pelatihan struktural dan masa jabatan PEGAWAI NEGERI 
SIPIL sejak pengangkatan hingga pensiun. Jenjang karier suatu jabatan 
struktural dimulai dari yang terendah yaitu Eselon V-A hingga yang 
tertinggi Eselon I-A. 
Pemberian kenaikan pangkat dalam suatu jabatan tertentu juga 
didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, 
pengalaman, dan berbagai syarat obyektif lainnya. Alasannya bahwa 
kebutuhan manusia dalam berorganisasi tidak hanya terbatas pada 
kebutuhan finansial dan fisik saja, maka kebutuhan akan non fisik seperti 
penghargaan, prestasi, kepercayaan, tanggungjawab organisasi 










PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 20026 









1 IA Pembina Utama IV/E Pemb. Utama IV/E 
2 IB Pembina Utama Madya IV/D Pemb. Utama  IV/E 
3 IIA Pembina Utama Muda IV/C Pemb. Utama  Madya        IV/D 
4 IIB Pembina Tingkat I IV/B Pemb. Utama Muda IV/C 
5 IIIA Pembina  IV/A Pemb. Tingkat I IV/B 
6 IIIB Penata Tingkat I III/D Pembina IV/A 
7 IVA Penata  III/C Penata Tingkat I III/D 
8 IVB Penata Muda Tingkat I III/B Penata III/C 
9 VA Penata Muda III/A Penata Muda Tingkat I  III/B 
10 VB Pengatur Tingkat I II/D Penata Muda III/A 
 
2. Teori Kebijakan Publik 
Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari 
proses kebijakan publik (publik policy process sekaligus studi yang sangat 
crucial). Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, 
kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam 
implemenatsinya, maka tujuan kebijakan, tidak akan bisa diwujudkan. 
Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencenaan 
implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan 
kebijakan juga tidak bisa diwujudkan.  Dengan demikian, kalau menghendaki 
tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap 
implementasinya yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, 
tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah 
diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.7 
 
                                                 
6 Pokok-pokok Kepegawaian  Edisi Lengkap, Bandung: Fokusmedia, 2007, hal. 282. 
7 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 




Dalam rangka mengetahui lebih jauh tentang kebijakan pemerintah, 
maka peneliti akan mengambil model kebijakan Pemerintah. Menurut 
Thomas R. Dye ada tujuh model dalam kebijaksanaan pemerintah, yaitu : 
1. Policy as a institutional activity; 
2. Policy as group equilibrium; 
3. Policy as elite preference; 
4. Policy efficient goal achievement; 
5. Policy as varIation on the past; 
6. Policy as rational choice in competetitive situatitions; 
7. Policy as system output;   
Dari ke tujuh model tersebut peneliti hanya membahas model yang pertama. 
Model ini pada umumnya memandang bahwa kebijaksanaan pemerintah 
sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut model ini, 
kegiatan individu yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok 
pada umumnya ditujukan pada pemerintah.  
Dengan demikian kebijaksanaan pemerintah yang demikian ini 
ditetapkan, disyahkan, dilaksanakan, dan dapat dipaksakan keberlakuannya 
oleh lembaga pemerintah, sehingga kebijaksanaan yang demikian mempunyai 
hubungan erat dengan lembaga pemerintah dan interaksi antara lembaga-
lembaga pemerintah itulah yang membentuk kebijaksanaan. Di lain pihak 
betapapun kerasnya kehendak publik, jika tidak mendapatkan perhatian dari 
lembaga pemerintah, maka kehendak itu tidak akan menjadi kebijaksanaan 
pemerintah. 
Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah dengan model ini 
mempunyai 3 macam ciri utama, yaitu ; 
1. Pemerintahlah yang dapat memberikan kekuatan hukum pada 
kebijaksanaan (legitimacy). 
2. Pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk 
memberlakukan suatu kebijaksanaan. 
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3. Pemerintahlah yang dapat memaksakan berlakunya suatu kebijaksanaan  
(coercion) kepada masyarakat termasuk pemberian sanksi secara efektif 
atas pelanggarannya. 
Oleh sebab itu agar proses pembentukan kebijakan publik sesuai dengan 
aspirasi yang berkembang maka peneliti mengemukakan beberapa pendapat 
para ahli tentang pengertian konsep-konsep kebijaksanaan8  
a. Carl J. Friedrick 
Kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan 
menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap 
pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan 
tertentu. 
b. James E Anderson 
Kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau 
sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. 
Kesimpulan konsep kebijakan/kebijaksanaan : 
1) Konsep kebijaksanaan sulit dirumuskan, diberi makna yang tunggal, 
memperlakukan sebagai gejala yang khas dan kongkret, terutama bila 
kebijaksanaan dilihat sebagai suatu proses yang terus berkembang dan 
berkelanjutan mulai proses pembuatannya sampai implementasinya. 
2) Terdapat perbedaan penekanan tentang kebijaksanaan di antara para 
ahli. Sebagian dari mereka melihat kebijaksanaan sebagai suatu 
perbuatan, sedangkan yang lain lebih melihat sebagai suatu sikap yang 
direncanakan atau bahkan suatu rencana dan juga suatu tindakan. 
3) Terdapat perbedaan dalam hal tujuan dan sarana. Ada yang 
berpendapat kebijaksanaan meliputi tujuan dan sarana, ada yang tidak 
menyebut tujuan dan sarana. 
                                                 
8 Jamal Wiwoho, dkk, Bahan Perkuliahan, “Hukum dan Kebijakan Publik”, Program 
Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, hal. 1-2. 
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Menurut Anderson implikasi dari pengertian kebijaksanaan publik 
adalah: 
a. Kebijaksanaan publik mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau tindakan 
yang berorientasi pada tujuan 
b. Kebijaksanaan berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-
pejabat pemerintah 
c. Kebijaksanaan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh 
pemerintah 
d. Kebijaksanaan publik bersifat positif, dalam arti merupakan tindakan 
pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam 
arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan 
sesuatu 
e. Kebijaksanaan pemerintah dalam arti positif selalu dilandaskan pada 
peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.9 
 
Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik  
Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat : 
1. Pembentukan Hukum dan Formulasi Publik 
2. Implementasi 
3. Evaluasi 
1) Pembentukan Hukum dan Formulasi Publik 
Proses pembentukan kebijakan publik berangkat dari realitas 
yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut biasanya berupa aspirasi 
yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan 
perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya 
adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang 
dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang 
ada sekarang. Hasil pilihan solusi tersebutlah yang dinamakan hasil 
kebijakan publik. 
                                                 
9 Ibid., hal. 18. 
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Sesungguhnya antara hukum dan kebijakan publik itu memiliki 
keterkaitan yang sangat erat. Bahkan sesungguhnya tidak sekedar 
keterkaitan saja yang ada di antara keduanya, pada banyak sisi justru ada 
kesamaanya. Keduanya berangkat pada fokus yang sama dan berakhir 
pada muara yang sama pula. Hanya saja pada proses pembentukan 
hukum hasil akhirnya lebih difokuskan pada terbentuknya sebuah aturan 
dalam bentuk undang-undang, sedangkan pada proses formulasi 
kebijakan publik hasil akhirnya pada terpilihnya sebuah alternatif solusi 
bagi penyelesaian masalah-masalah publik tertentu. 
Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama yang 
diharapkan adalah terbentuknya sebuah undang-undang yang akan 
dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Sehingga 
untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan 
kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila 
sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut 
akan membelenggu dan merugikan masyarakat, sebab di dalamnya 
banyak produk-produk yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini adalah 
berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan 
harus dipaksakan dalam penerapannya. Kemampuan konseptual tersebut 
penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi 
kerugian-kerugian bagi masyarakat tapi justru dengan pemaksaan itu 
justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib 
tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain. Untuk mencapai harapan 
tersebut maka diperlukan sebuah metode yang kuat dalam proses 
pembentukan hukum. Sesungguhnya kebijakan publik akan sangat 
membantu memaparkan kandungan yang ada dalam sebuah produk 
hukum. Di sinilah hubungan yang paling ideal sesungguhnya antara 
hukum dan kebijakan publik. 
Formulasi kebijakan publik realitas politik yang melingkupi 
proses pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dalam fokus 
kajiannya. Apabila kenyataan politik itu dilepas dari proses pembuatan 
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kebijakan publik jelas kebijakan publik yang dihasilkan itu akan miskin 
aspek lapangannya. Sebuah produk kebijakan publik yang miskin aspek 
lapangannya itu jelas akan menemui banyak pesoalan di penerapannya.  
2) Penerapan Hukum ( rechtstoepassing ) dan Kebijakan Publik    
Dalam melakukan penerapan hukum membutuhkan kebijakan 
publik sebagai sarana yang mampu mengaktualisasikan dan 
mengkontekstualisasikan hukum tersebut dengan kebutuhan dan kondisi 
riil yang ada di masyarakat, sebab jika responsifitas aturan masyarakat 
hanya sepenuhnya diserahkan pada hukum semata, maka bukan tidak 
mungkin pada saatnya akan terjadi pemaksaan-pemaksaan hukum yang 
tidak sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri ingin menyejahterakan 
masyarakat. Jika institusi pengatur masyarakat sepenuhnya diserahkan 
pada hukum, maka bisa jadi hukum itu sendiri pada gilirannya malah 
akan menjadi sumber ketidakadilan. 
Penerapan hukum menjadi sangat tergantung pada kebijakan 
publik sebagai sarana yang dapat mensukseskan berjalannya penerapan 
hukum itu sendiri. Sebab dengan adanya kebijakan publik, maka 
pemerintah pada level yang terdekat dengan masyarakat setempat akan 
mampu merumuskan apa-apa yang harus dilakukan agar penerapan 
hukum yang ada pada suatu saat dapat berjalan dengan baik. 
Dengan begitu secara singkat tersirat sesungguhnya dapat dilihat 
bahwa kebijakan publik yang dibuat bukanlah untuk melakukan  sesuatu 
yang bertentangan dengan aturan hukum akan tetapi agar aturan itu dapat 
terselenggara dengan baik. 
Pada dasarnya di dalam penerapan hukum tergantung pada empat 
unsur: 
1) Unsur hukum  
2) Unsur Struktural  
3)  Masyarakat  




1.   Unsur Hukum 
Di sini adalah produk atau teks aturan-aturan hukum. Ketika 
pada kasus tertentu ternyata unsur hukum ini tidak dapat diterapkan 
sama persis dengan harapan yang ada, maka kebijakan publik 
diharapkan mampu memberikan tindakan-tindakan yang lebih 
kontekstual dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Ketika 
kebijakan publik melakukan hal itu maka sesungguhnya ia pun 
berangkat dari unsur hukum yang dimaksud perencanaan dan 
langkah-langkah yang diambil oleh kebijakan publik bisa jadi tidak 
sepenuhnya sama dengan teks-teks hukum yang ada, namun 
mengarah pada kesesuaian dengan unsur hukum, dengan demikian 
pada dasarnya kebijakan publik itu lebih sebagai upaya untuk 
membantu atau memperlancar pererapan hukum yang telah 
ditetapkan. 
2.   Struktural  
Di sini adalah lembaga-lembaga atau organisasi yang 
diperlukan dalam penerapan hukum itu. Kebijakan publik dalam hal 
ini lebih berperan dalam bagaimana organisasi atau institusi 
pelaksana itu seharusnya ditata dan bertindak agar tugas-tugas yang 
dibebankan hukum kepadanya dapat dijalankan dengan baik. Di sini 
kebijakan publik lebih dilekatkan pada para aktor yang ada dalam 
organisasi atau institusi pelaksana hukum atau undang-undang 
tersebut. Karena sesungguhnya di samping penunjukan organisasi 
yang tepat, di dalamnya yang lebih penting adalah menunjuk orang 
yang dipercaya untuk mengendalikan organisasi tersebut. Kebijakan 
publik dalam konteks unsur struktural ini lebih dominan berposisi 
sebagai sebuah seni, yaitu bagaimana ia mampu melakukan kreasi 
sedemikian rupa sehingga performa organisasi yang dialaminya itu 
dapat tampil dengan baik, sekaligus distorsi-distorsi pemaknaan dari 
unsur hukum yang ada tidak diselewengkan atau ditafsir berbeda 
oleh para pelaksananya di lapangan. Atau mungkin terjadi, para 
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pelaksana dalam organisasi sudah mengerti dari maksud aturan 
hukum yang ada tapi mereka tidak mampu menjalankannya di sini 
kebijakan publik hadir untuk memberikan arahan-arahan dan 
langkah-langkah teknis bagi para pelaku di dalam organisasi yang 
bersangkutan.  
3.   Masyarakat         
Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah bagaimana 
kondisi sosial politik dan sosial ekonomi dari masyarakat yang akan 
terkena dampak atas diterapkannya sebuah aturan hukum atau 
undang-undang. Sebaiknya apapun unsur kinerja organisasi atau 
institusi pelaksana, bila kondisi masyarakatnya sedang kacau balau 
tentu semua itu tidak akan dapat berjalan yang diharapkan. Posisi 
dari kebijakan publik lagi-lagi akan sangat berpengaruh dalam hal 
unsur masyarakat dalam penerapan hukum. Kondisi masyarakat 
yang ada itu harus diselesaikan terlebih dahulu demi 
terselenggarakannya sebuah penerapan hukum.  
4.   Budaya   
Yang dimaksud dengan budaya di sini adalah berkaitan 
dengan bagaimana isi kontekstualitas sebuah undang-undang yang 
hendak diterapkan dengan pola pikir, pola perilaku, norma-norma 
nilai-nilai dan kebiasaan-kebisaan yang ada di dalam masyarakat. 
Unsur budaya dalam penerapan hukum sangat penting sebab ini 
berkaitan dengan bagaimana pemahaman masyarakat sebuah 
introduksi nilai yang hendak ditransformasikan dengan sebuah 
produk hukum atau undang-undang tertentu. Harus diingat bahwa 
kebijakan publik bagaimanapun tetap harus mendasarkan segala 
tindakannya pada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang ada. 
Dan segala kreasi dan improfisasi dari kebijakan publik tetap harus 
dimuarakan pada tujuan dari hukum itu sendiri.               
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3) Evaluasi   
Evaluasi di sini ada dua, yaitu  
(1) Peradilan administrasi  
(2) Evaluasi kebijakan publik               
1.   Peradilan Administrasi 
Apabila ternyata masyarakat tidak puas atau merasa dirugikan oleh 
proses penerapan hukum yang ada dan ternyata hasil-hasil dari 
proses penerapan hukum itu tidak sesuai seperti yang diharapkan, 
maka peradilan administrasi akan menjalankan fungsinya. 
2.   Evaluasi Kebijakan Publik                              
Evaluasi kebijakan publik adalah sebagai hakim yang menentukan 
kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan 
dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan publik juga sebagai dasar 
apakah kebijakan yang ada layak diteruskan, direvisi atau bahkan 
dihentikan sama sekali.  
Evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam tiga macam, yaitu : 
a.    Evaluasi Administrasi  
Dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau dalam instansi-
instansi. Misalnya:  Irjen, Itwil, Konsultan Swasta, sorotan dari 
evaluasi ini adalah aspek financial dan prosedur kebijakan 
publik 
b.    Evaluasi Yudisial       
Evaluasi dilakukan yang berkaitan dengan obyek-obyek hukum. 
Apakah ada pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik 
yang melakukan evaluasi di sini adalah:  Pengacara, Pengadilan, 
Kejaksaan, PTUN. 
c.    Evaluasi Politik   
Evaluasi politik dilakukan oleh lembaga-lembaga politik baik 
oleh parlemen dan parpol, juga oleh masyarakat umum. Evaluasi 
politik boleh dilangsungkan namun tetap memerlukan sebuah 
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proses hukum yang jujur dan adil sebagai basis legitimasi formal 
atas hasil evaluasi politik tersebut.10 
 
3.   Teori Bekerjanya Hukum 
Menurut Adi Sulistiyono, Teori Ilmu Hukum dalam perspektif 
interdisipliner dan eksternal secara kritis:11 
1) Menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun 
dalam kaitan keseluruhan 
2) Baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan 
3) baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan 
praktisnya 
4) Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan 
memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang 
tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. 
Berbicara tentang istilah atau pengertian hukum kita akan kesulitan 
memberikan definisi yang tepat tentang hukum. Menurut Van Apeldoorn, di 
dalam bukunya yang berjudul ”Inleiding totde studie van het Nederlandse 
recht” Apeldoorn seorang juris Belanda memberikan pengertian sebagai 
berikut : 
”Memberikan definisi/batasan hukum, sebenarnya hanya bersifat menyama-
ratakan saja, dan itupun tergantung siapa yang memberikan” 
Tinjauan beliau terhadap hukum, dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, 
yaitu: 
a.   De ontwikkelde Leek (ontwikkeld = orang terpelajar, leek = awam). 
Jadi ontwikkelde Leek adalah orang terpelajar tetapi awam. 
Hukum bagi ”de ontwikkelde Leek” adalah sama dengan rentetan pasal-
pasal yang tidak ada habis-habisnya, seperti yang dimuat di dalam 
undang-undang. Dia dapat melihat hukum, yaitu yang terdapat di dalam 
                                                 
10 Setiono, “Hukum dan Kebijakan Publik”, Bahan Matrikulasi Program Magister (S-2) 
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008. 
11 Adi Sulistiyono, Teori Ilmu Hukum dalam Perspektif Interdisipliner dan Eksternal Secara 




undang-undang, sehingga menurut pandangannya sama dengan undang-
undang.  
Karena dari sudut pandangannya demikian terhadap hukum adalah 
membosankan dan abstrak.  
b.   The man on the street. 
Yang artinya ialah orang di jalanan atau kebanyakan orang yang 
tidak terpelajar, misalnya tukang becak, pedagang, pejalan kaki dan lain-
lain. Bagi ”the man in the steet”, apabila mendengar kata istilah hukum, 
maka ia akan teringat akan polisi, jaksa, gedung pengadilan dan lain-lain.  
Ia tak pernah melihat undang-undang, tetapi ia pernah di ruangan 
Pengadilan dan teringat pada suatu perkara. Hukum itu kongkret dan 
menyangkut kehidupan manusia sehari-hari, karena bagi mereka hukum 
dapat dilihat dan diraba. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diambil beberapa 
kesimpulan  sebagai berikut: 
1.) Hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan 
2.) Obyek dari peraturan-peraturan tersebut adalah perhubungan hidup   
menampakkan diri di dalam perbuatan atau kelakuan manusia, dan 
bukan soal-soal pribadi atau soal batin dari obyeknya. 
3.) Peraturan hidup tersebut tidak berlaku untuk hewan atau tumbuh-
tumbuhan.12  
Penggolongan hukum menurut isinya, adalah peraturan-peraturan 
hukum bergantung pada hakekat dari hubungan-hubungan yang diaturnya. 
Pengaturan hubungan tersebut merupakan pengaturan kepentingan-
kepentingan dari yang bersangkutan, oleh karena hubungan-hubungan hukum 
itu adalah kepentingan-kepentingan dari yang mendapat perlindungan maka 
isi dari peraturan hukum itu tergantung pada hakekat kepentingan–
kepentingan yang diatur oleh hukum tersebut. 
                                                 
12 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, ctk. ke delapan, Sinar Grafika,  Jakarta, 2005, hal. 
28-30.   
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Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum terdiri atas dua 
macam berikut ini: 
1. Kepentingan-kepentingan umum atau kepentingan-kepentingan publik 
2. Kepentingan-kepentingan khusus atau kepentingan privat/perdata 
Berdasarkan isi dari peraturan hukum yang mengatur kepentingan-
kepentingan umum dan khusus tersebut maka hukum dapat digolongkan 
dalam dua bagian yaitu hukum publik dan hukum privat. Pembagian hukum 
kedalam dua golongan tersebut berdasarkan pendapat para ahli hukum 
Romawi.13 
 Teori Bekerjanya Hukum oleh R. Seidman: The State Law and 
Development, 1978 : 75 dijelaskan sebagai berikut: 
a.  Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang 
pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak.  Bagaimana 
seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon 
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang 
ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga 
pelaksana serta keseluruhan komplek kekuatan sosial, politik dan lainnya 
mengenai dirinya. 
b. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum 
yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks 
kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenali diri mereka serta 
umpan balik yang datang dari pemegang peranan. 
c.  Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan 
fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-
sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan 
lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang 
dari pemegang peranan dan birokrasi.  
 
                                                 




Hukum Sebagai Sub Sistem Sosial. 
1. Basis sosial dari hukum adalah masyarakat (sistem sosial) 
2. Dalam sistem sosial terdapat berbagai subsistem sosial yang saling 
mengalami interrelasi dan interdepensi 
3. Menurut Talcot Parsons sub sistem merupakan suatu sibernetika 
membentuk sistem sosial yang terdiri dari: 
a. Ekonomi dan teknologi; 
b. Politik; 
c. Sosial dan hukum; 
d. Kultur 
4. Mempelajari hukum harus dilihat dalam konteks hubungan dengan semua 
sub sistem yang ada. 
5. Hukum merupakan institusi sosial yang tidak mungkin otonom, 
independen dan steril dari pengaruh sub sistem di luar hukum 
6. Otonomi hukum akan sangat berkurang terutama ketika berhadapan 







































Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap 
upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan 
sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga 
pelaksanaanya.  
Hukum bagi kita adalah sesuatu supreme  atau yang paling tinggi 
diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian 
maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah ”supremasi 
hukum” dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-
dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum 





















adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan 
kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang di pancarkan melalui:  
(a) Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang 
didesain sebagai patung hukum bagi warganya. 
(b) Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negara 
pada semua tingkatan (Eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang 
dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga 
penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan 
tujuan bisa ditekan sekecilnya-kecilnya. Artinya, kesalahan-kesalahan 
yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara bukan karena niat atau 
kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian 
atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali, serta 
(c) Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, 
ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan 
kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.14 
 
B. Penelitian yang Relevan  
Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti 
adalah tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Yang dilaksanakan oleh:  
Nama :   Suwandi 
Judul  :  Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 
Tahun  :   2007 
Penelitian tersebut mengkaji mengenai kebenaran optimalisasi 
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Negeri Ngawi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil belum 
                                                 





diimplementasikan secara optimal di lingkungan Pengadilan Negeri Ngawi, 
terutama dilihat dari aspek struktur Hukum, Subtansi Hukum dan Kultur Hukum. 
          Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri 
Sipil belum diimplementasikan secara optimal di lingkungan Pengadilan Negeri 
Ngawi, terutama dilihat dari aspek struktur hukum, subtansi hukum dan kultur 
hukum: 
1. Komponen Sruktur Hukumnya   
a. Pengadilan Negeri Ngawi belum maksimal dalam menata armada kerja 
yang memiliki kinerja mantap terdiri dari hakim, panitera dan staf. 
Kompensasi yang diberikan berupa fasilitas atau rekomendasi kenaikan 
pangkat perlu mempertimbangkan ketentuan peraturan perundangan agar 
tidak ditolak. 
b. Pengadilan Negeri Ngawi belum dapat menikmati prestasi para 
pegawainya yang dapat melaksanakan tugas yang ditentukan berdasar 
kemampuannya, kedisiplinan dan prestasi kerja dapat diukur. 
2.   Komponen Substansi Hukumnya 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 sudah cukup baik karena 
selain memberikan ketentuan mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri 
sipil juga memberi pembatasan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang 
pendidikan formal untuk pangkat pegawai yang mengajukan  permohonan 
kenaikan pangkat.  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 8 huruf f memberi 
batasan kenaikan pangkat kepada pemohon, sehingga hak kenaikan 
pangkat pegawai negeri sipil tidak diberikan sembarangan sesuai 
kewenangan pejabat untuk mengabulkan kenaikan pangkat pegawai negeri 
sipil menurut ketentuan peraturan pemerintah tersebut. Hal ini terbukti 
adanya penolakan dari Mahkamah Agung tentang batasan kepangkatan 
dan jenjang pendidikan formal pegawai negeri yang bersangkutan. 
3.   Komponen Kultur Hukumnya  
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a. Belum maksimal perhatian untuk mengatasi kendala yang diterima 
pegawai negeri sipil Pengadilan Negeri Ngawi untuk memperoleh hak 
kenaikan pangkat pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi. 
Sehingga pegawai tersebut harus menerima nasibnya tanpa memperoleh 
solusi atas kendala yang menimpa dirinya.     
b. Belum maksimal  perhatian yang lebih intensif terhadap pegawai yang 
jajaran pangkatnya di bawah pangkat dan jabatan pegawai yang 
menduduki pimpinan itu akan ikut tertunda. 
c. Pimpinan Mahkamah Agung RI belum menemukan solusi terhadap 
kendala yang berkaitan dengan (a) posisi yang memungkinkan pegawai 
tersebut dapat memperoleh kepangkatan sesuai haknya, (b) diberikan 
kesempatan (ijin belajar) agar memiliki jenjang pendidikan yang 
memungkinkan bisa diangkat untuk mencapai pangkat diatasnya.15   
        Penelitian Bapak Suwardi ini tentang kenaikan pangkat sangat berpengaruh 
terhadap penelitian peneliti karena kalau seseorang terhambat dalam kenaikan 
pangkat jabatan struktural tidak tergapai sehingga berdampak bahwa jajaran 
pejabat struktural dibawahnya akan tertunda baik kenaikan pangkatnya maupun 
kenaikan jabatannya.  
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000, menurut pasal 3 dijelaskan bahwa :  
Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat 
reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. 
Kenaikan pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada 
jabatan. 
Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan 
kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. 
 
C. Kerangka Berpikir 
                                                 
15 Suwandi, Tesis “Implementasi Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil”, 2007, hal. 98-99. 
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Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan 
bangsa dalam Negar Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil diangkat 
dalam jabatan dan pangkat tertentu, pengangkatannya dalam suatu jabatan 
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, 
prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat 
objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau 
golongan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan 
berdasarkan tingkat pendidikan formil. Dalam menjamin objektifitas dalam 
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan 
penilaian prestasi kerja. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan 
dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan 
jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja. 
Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural harus sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping persyaratan yang 
telah dipersyaratkan, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, 
usia pendidikan dan pelatihan jabatan dan pengalaman yang dimiliki. Ketentuan 
penilaian mengenai pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari 
jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pola karier 
Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin kepastian arah pengembangan oleh  setiap 
pimpinan. 
Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
No. 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) 
Surakarta bahwa di ISI Surakarta Masih banyak kekosongan di dalam jabatan 
struktural Eselon II, oleh sebab itu harus ada langkah-langkah khusus, baik dalam 
kenaikan pangkat maupun kemudahan-kemudahan lain dalam pelatihan 
kepemimpinan. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan 
struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 






Pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk memangku sesuatu 
jabatan terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas 
adalah merupakan kepercayaan yang besar dari negara. Dalam melaksanakan 
tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab yang 
besar. Berhubung dengan itu, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk 
menduduki jabatan tertentu, pada saat pengangkatannya wajib mengangkat 
Sumpah/Janji Jabatan Negeri di hadapan atasan yang berwenang menurut agama 
atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.      
 























Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pegawai Negeri Sipil 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2002 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil 
Kebijakan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta No. 14090 
/ 16 / KP. 03.01 / 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III-A 
Pada Institut Seni Indonesia Surakarta, ditinjau dari Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 45 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia ISI Surakarta 
Struktur Hukum Kultur Hukum 











A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti masalah Kebijakan 
Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta No. 14090/16/KP. 
03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III-A pada Institut 
Seni Indonesia (ISI) Surakarta, ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia No. 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta adalah metode penelitian hukum 
sosiologis (non-doktrinal), sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian 
yang evaluatif. Penelitian evaluatif dimaksudkan untuk menilai program-program 
yang dijalankan dengan mendeskripkan Kebijakan Keputusan Rektor Institut Seni 
Indonesia (ISI) Surakarta No. 14090/16/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan 
Pejabat Struktural Eselon III-A pada Institut Seni Indonesia Surakarta, ditinjau 
dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 45 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.  
Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosubroto, ada 5 (lima) konsep 
hukum sebagaimana dikembangkan oleh Setiono,16 sebagai berikut :  
1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku 
universal. 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam system perundang-undangan. 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim incorcreto dan tersistemasi 
sebagai judge made law. 
                                                 
16 Setiono, “Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum”, Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 20. 
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4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variable sosial yang empiric. 
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai 
dampak interaksi mereka. 
Dalam penelitian ini, peneliti memakai konsep hukum yang ke-5 (lima) bukan 
merupakan konsep normatif melainkan suatu yang monologik. Hukum di sini 
bukan dikonsepkan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Di sini hukum adalah tingkah 
laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. 
Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi 
dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang 
mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan 
aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau 
penelitian yang non doktrinal.  
Tiga komponen analisis berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada waktu 
dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara pararel, merupakan analisis 
mengalir (interactive model of analysis). Ada beberapa hal penting diperhatikan 
dalam menggunakan metode penelitian kualitatif.17  
1. Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif 
adalah: pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala – gejala 
yang menjadi fokus penelitian. 
2. Gejala dapat ditangkap oleh panca indera, sedang gagasan hanya dapat 
ditangkap dengan cara memahami gagasan yang bersangkutan. 
3. Gejala yang ingin dipahami di dalam penelitian kualitatif selalu dilihat sebagai 
hal yang mempunyai komponen-komponen yang lebih kecil, komponen yang 
satu dengan yang lainnya saling berkait satu dengan yang lainnya secara 
fungsional (saling mempengaruhi).18 
                                                 
17 Ibid., hal. 35. 
18Ibid., hlm. 35. 
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Peneliti menggunakan metode kualitatif melalui:  a) pengamatan secara 
langsung pada subyek penelitian. b) mengkaji secara mendalam terhadap kasus 




B. Lokasi Penelitian  
         Penelitian ini dilakukan di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Jalan Ki 
Hadjar Dewantara 19, Kentingan, Jebres, Surakarta 57126 Telp. (0271) 647658, 
Fax (0271) 646175, http ://www.isi-ska.ac.id, E-mail: direct@isi-ska.ac.id. Untuk 
memperoleh gambaran selengkapnya Kebijakan Keputusan Rektor Institut Seni 
Indonesia Surakarta Nomor 14090/16/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan 
Pejabat Struktural Eselon III-A pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, 
ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 45 Tahun 2007 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.    
 
C. Jenis Data dan Sumber Data 
1.   Data Primer  
Data Primer adalah data dari hasil penelitian secara langsung dari 
lapangan penelitian berupa keterangan atau putusan hukum yang diperoleh 
hasil wawancara unsur pimpinan ISI Surakarta, yang berkaitan dengan 
Kebijakan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta 
Nomor 14090/16/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural 
Eselon III-A pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, ditinjau dari 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 45 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.    
2.    Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang 
mencakup:  
a.   Bahan Hukum Primer 
Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini adalah: 
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1)   Undang-Undang Dasar 1945. 
2)  Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok     
Kepegawaian. 
3)   Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.   
4)  Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. 
5)  Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. 
6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2006 tantang Tunjangan 
Jabatan Strutural. 
b.   Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder berupa bahan kepustakaan yang berkaitan 
dengan pokok permasalahan penelitian ini seperti literatur-literatur dan 
sebagainya. 
c.   Bahan Hukum Tertier 
Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi terhadap 
bahan-bahan primer dan sekunder yang meliputi kamus hukum.  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data peneliti mengumpulkan tehnik pengumpulan 
data sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara dengan unsur pimpinan, karyawan atau staff ISI Surakarta 
2. Studi Kepustakaan 
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mendapatkan data-data 
penunjang dengan membaca buku – buku literatur, hasil penelitian, dokumen, 
majalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan 




Observasi dilakukan dalam kegiatan pengamatan secara langsung terhadap 
obyek penelitian dan melakukan pencatatan-pencatatan terhadap  gejala yang 
diamati secara sistematis, dalam hal ini observasi dilakukan di ISI Surakarta.  
 
 
E. Teknik Analisis Data 
Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya 
adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis data kualitatif, sebab data yang diperoleh bukan berupa angka-
angka yang akan dianalis secara statistik. Sedangkan teknik analisis data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analitis interaktif atau interactive 
model of analysis. 
 













1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-cataan tertulis di lapangan. 
2. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Dengan melihat suatu penyajian data dapat diketahui apa yang terjadi dan 
Penarikan Kesimpulan 
Pengumpulan Data 
Reduksi Data Penyajian Data 
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kemungkinan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan 
penyajian ata itu sendiri dapat diketahui apa yang terjadi dan ataupun tindakan 
penyajian data itu sendiri dapat berupa kalimat-kalimat, cerita-cerita maupun 
tabel-tabel. 
 
3. Verifikasi, sejak permulaan pengumpulan data dilakukan pencatatan, 
pertimbangan pada peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi 
yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proporsi untuk mengetahui apa dari 
hal-hal yang kemudian ditarik kesimpulan.  
Kesimpulan tersebut pada awalnya kurang jelas kemudian semakin 
meningkat secara eksplisit dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan 
akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berupa 
pengumpulan yang cepat sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas dari 






















BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
1. Hasil Penelitian  
1. Kebijakan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta 
Nomor 14090/I6/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat 
Struktural Eselon III-A pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, 
ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 
Kebijakan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta 
Nomor 14090/I6/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural 
Eselon III-A pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, belum dapat 
dilaksanakan sesuai kebutuhan menurut Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 
Penetapan jenjang pangkat untuk masing-masing eselon adalah 
merupakan tindak lanjut dari prinsip pembinaan karier dalam jabatan 
struktural yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural 
pangkatnya harus sesuai dengan pangkat yang ditentukan untuk jabatannya. 
Akan tetapi kendalanya karena kualitas dan kuantitas SDM belum memadai 
maka di dalam pengangkatan pejabat struktural di ISI Surakarta belum bisa 
memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional No. 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja ISI Surakarta. Oleh sebab itu ada kekosongan yang dialami di 
administrasi karena jabatan struktural eselon II harus dijabat tenaga 
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administrasi. Sebagai gambaran struktur organisasi Sekolah Tinggi Seni 
Indonesia (STSI) di bidang administrasi terdiri dari:  
a. Eselon III-A  
(1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan,  
(2) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan.  
b. Eselon III-B  
UPT Perpustakaan.  
c. Eselon IV-A  
(1) Sub Bagian Kepegawaian,  
(2) Sub Bagian Tata Usaha,  
(3) Sub Bagian Keuangan,  
(4) Sub Bagian Rumah Tangga,  
(5) Sub Bagian Akademik,  
(6) Sub Bagian Kemahasiswan.  
Sedangkan di dalam struktur organisasi Institut Seni Indonesia (ISI) 
Surakarta dituntut atau dibutuhkan tenaga administrasi yang menduduki:  
a. Eselon II-A yang terdiri 2 Biro dan 1 sekretaris lembaga yaitu:  
(1)  Biro Adminstrasi Umum dan Keuangan,  
(2) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan 
Kerja Sama,  
(3)  Sekretaris Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan  
Pengembangan Pendidikan.  
b. Eselon III-A terdiri dari 7 bagian yaitu:  
(1)  Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Alumni,  
(2)  Bagian Umum,  
(3)  Bagian Tata Usaha,  
(4)  Bagian Tata Usaha Fakultas Seni Rupa dan Desain,  
(5)  Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada 
Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan,  
(6)  Bagian Administrasi Perencanaan dan Kerja Sama,  
(7)  Bagian Tata Usaha Fakultas Seni Pertunjukkan.  
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c. Eselon III-B terdiri dari 1 UPT yaitu: 
UPT Perpustakaan.  
d. Eselon IV-A terdiri dari 17 sub bagian:  
(1)  Sub Bagian Tata Usaha UPT Perpustakaan,  
(2)  Sub Bagian UPT Pusat Informatika,  
(3)  Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kajian Wayang Nusantara,  
(4)  Sub Bagian Administrasi Akademik,  
(5)  Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni,  
(6)  Sub Bagian Perencanaan,  
(7)  Sub Bagian Kerja Sama,  
(8)  Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan,  
(9)  Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Umum dan Keuangan, 
Sub Bagian Tata Laksana dan Humas,  
(10)  Sub Bagian Keuangan,  
(11)  Sub Bagian Kepegawaian,  
(12)  Sub Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Seni Pertunjukan,  
(13)  Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Seni 
Pertunjukan,  
(14)  Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Seni Rupa dan 
Desain,  
(15)  Sub Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Seni Rupa dan Desain,  
(16)  Sub Bagian Umum Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada 
Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan,  
(17)  Sub Bagian Program, Data dan Informasi Lembaga Penelitian 
Pengabdian Kepada Masyarakat dan  Pengembangan Pendidikan.  
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
disebutkan bahwa:  
a. Eselon II-A  
(1) Pangkat Terendah Pembina Utama Muda, Golongan IV-C,  
(2) Pangkat Tertinggi Pembian Utama Madya dengan Golongan IV-D.  
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b. Eselon III-A  
(1) Pangkat Terencah Pembina, Golongan IV-A,  
(2) Pangkat Tertinggi Pembina Tingkat I dengan Golongan IV-B.  
 
 
c. Eselon III-B  
(1) Pangkat Terendah Penata Tingkat I, Golongan III-D,  
(2) Pangkat Tertinggi Pembian dengan Golongan IV-A. 
d. Eselon IV-A  
(1) Pangkat Terendah Penata, Golongan III-C, 
(2) Pangkat Tertinggi Penata Tingkat I dengan Golongan III-D. 
Pengamatan peneliti pangkat tertinggi dijajaran administrasi adalah 
Pembina Tingkat I dengan Golongan IV-B.  
Hasil wawancara dengan Prof. Dr. T. Slamet Suparno, MS. Rektor 
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta tanggal 9 Juli 2010. 
“Kebijakan-kebijakan yang dibuat Rektor, selalu disampaikan pada 
temu Rapat Pimpinan termasuk persyaratan untuk menduduki Eselon 
II-A menurut beliau harus lulus strata II (dua). Pada prinsipnya Rektor 
selalu memprioritaskan daftar urut kepangkatan dan ijazah formal, 
untuk pengangkatan pejabat struktural, hal ini dilakukan agar, semua 
Pegawai Negeri Sipil terpacu dan berlomba untuk meningkatkan 
dirinya masing-masing”.  
 
Rektor, dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan 
ketrampilan serta memupuk kegairahan bekerja, selalu memberikan kenaikan 
pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi haknya didasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini peneliti mempunyai pengalaman yang 
tidak terlupakan yaitu pada saat peneliti duduk di Eselon III-B. Sudah sekitar 
10 tahun menduduki Eselon III-A yang seharusnya bulan Januari atau April 
sudah diusulkan ke IV-B, akan tetapi karena di jajaran Biro Administrasi 
Umum dan Keuangan kurang memahami peraturannya sampai bulan Juli pun 
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tidak diusulkan padahal secara hukum peneliti sejak bulan Januari 2009 telah 
diminta mengumpulkan syarat-syarat ke golongan     IV-B.  
Karena peneliti dalam hal kenaikan pangkat ini sangat memahaminya 
maka peneliti langsung ke pucuk pimpinan Pembantu Rektor II dan Rektor 
akhirnya usulan kenaikan pangkat peneliti diterima dan bulan Oktober 2009 
kenaikan pangkat golongan IV-B turun. Tidak semua orang berani maju 
karena benar, peneliti hanya mempunyai keyakinan apa yang benar akan 
menghasilkan rido Allah yang berlimpah, asal kita yakin kepada NYA.  
Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program Data dan 
Informasi Dra. Dahliatiningsih, MM yang menjelaskan bahwa: 
“Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan 
tanpa terikat pada jabatan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 99 Tahun 2000, di dalam pasal 8 disebutkan bawha 
kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai 
dengan Pembina, Golongan Ruang IV-A bagi yang memiliki ijazah 
Dokter, Apoteker dan ijazah lain yang setara, ijazah Magaster (S.2) 
atau ijazah spesialis”. 
 
Pada saat ini posisi pangkatnya Penata Tingkat I Golongan III-D sejak 
tahun 2002, karena telah lulus S.2 yang bersangkutan memohon agar 
Pembantu Rektor II mengumpulkan teman-teman yang melebihi 4 
tahun/pantok untuk diberi penjelasan bahwa yang mempunyai ijazah S.2 dan 
masa kerja telah lebih/melebihi 4 tahun maka langsung dapat diusulkan ke 
pangkat Pembina Golongan IV-A. 
Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Slamet 
Suharsono, MM pada tanggal 12 Juli 2010 yang menjelaskan bahwa, beliau 
akan menata bagian kepegawaian lebih profesional dari sekarang terutama di 
bidang kenaikan pangkat. 
“Kenaikan pangkat merupakan pemberian penghargaan atas 
pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Selain itu 
kenaikan pangkat dimaksudkan sebagai faktor pendorong kepada 




Setiap kenaikan pangkat adalah penghargaan dan setiap penghargaan 
barulah mempunyai nilai apabila diberikan kepada orang yang tepat dan tepat 
pada waktunya. Berhubung dengan itu, maka setiap atasan berkewajiban 
mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya tepat pada waktunya.  
Dengan lancarnya kenaikan pangkat, maka kemungkinan apabila 
pangkatnya memenuhi untuk diangkat sebagai pejabat struktural maka akan 
mendapatkan gaji yang lebih baik guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. 
Menurut Pasal 7 Undang-undang Republik Indoensia Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan: 
a. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil sesuai dengan 
beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.  
b. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu 
produktifitas dan menjamin kesejahteraan. 
c. Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak ditetapkan dengan peraturan 
perundangan. 
Hasil wawancara tanggal 10 Juli 2010 dengan Yuli Stiyanto, S.Sos, 
MM. Kepala Sub Bagian Umum, menjelaskan bahwa: 
“Kenaikan pangkat baginya sangat penting, apalagi ditunjang dengan 
pendidikan yang dipunyai. Bagi pegawai yang mengikuti pendidikan 
atau latihan jabatan merupakan pegawai yang terpilih yang dipandang 
cakap dan dapat dikembangkan untuk memangku jabatan”. 
 
Hasil wawancara tanggal 10 Juli 2010 dengan Handayani, SE, Staf 
Keuangan, menjelaskan bahwa: 
“Kenaikan pangkat juga dapat dilakukan karena penyesuaian ijazah 
surat tanda tamat belajar, akan tetapi juga harus memenuhi syarat, 
seperti (1) memerlukan pengetahuan keahlian yang diperolehnya 
dalam pendidikan itu, (2) setiap unsur penilaian pelaksanaan 
pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir. 
Karena ini sangat erat hubungannya dengan peningkatan karier. Karier 
adalah suatu proses dalam pengelolaan sumber daya manusia yang 
mengatur pengembangan karier yang berpotensi di instansi ini serta 
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memberikan kesempatan bagi pegawai dimaksud untuk mencapai 
jabatan yang lebih tinggi”.  
 
Kewenangan kepegawaian dalam rangka memperoleh kenaikan 
pangkat menempati jabatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  
 
2. Kendala-kendala yang terkait terhadap Kebijakan Keputusan Rektor 
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Nomor 14090/I6/KP.03.01/2008 
tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III-A pada Institut 
Seni Indonesia (ISI) Surakarta, ditinjau dari Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 
Kebijakan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta 
Nomor 14090/I6/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural 
Eselon III-A pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, ditinjau dari 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) 
Surakarta kendalanya adalah: 
a. Kenaikan pangkat yang kurang lancar bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
telah memenuhi persyaratan administrasi. 
b. Pengangkatan Pejabat Struktural harus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon III-A 
belum ada yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan 
struktural Eselon II-A. 
 
3. Upaya-upaya yang dilakukan agar memenuhi memenuhi kebutuhan 
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.  
Upaya-upaya yang dilakukan agar memenuhi memenuhi kebutuhan 
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
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Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni 
Indonesia (ISI) Surakarta adalah sebagai berikut: 
a. Memudahkan prosedur kenaikan pangkat. 
b. Mendorong untuk studi lanjut strata 2 (dua) magister. 
c. Pengangkatan pejabat struktural harus sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
d. Pengusulan seleksi Pim II. 
e. Pengiriman Pim II. 
f. Pengangkatan oleh Rektor pejabat pelaksana tugas Kepala Biro 
Administrasi Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama. 
g. Pengangkatan oleh Rektor pejabat pelaksana tugas Kepala Biro 
Administrasi Umum dan Keuangan.  
 
B. Pembahasan 
1. Kebijakan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta 
Nomor 14090/I6/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat 
Struktural Eselon III-A pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, 
ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 
Dalam rangka untuk menyongsong era globalisasi, maka secara 
mutlak di persyaratkan suatu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
baik, sehingga mampu berperan secara aktif dan produktif.19 
Mewujudkan pegawai negeri yang memiliki dedikasi, integritas kerja, 
perlu diperhatikan karier pegawai itu dan prestasi kerjanya. Sistem karier 
adalah suatu sistem kepegawaian, dimana untuk pengangkatan pertama 
didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan yang ditunjukkan dengan 
tingkat pendidikan formalnya.  
                                                 
19 Priyo Sudibyo, Kebijakan dan Strategi Perguruan Tinggi Dalam Upaya Meningkatkan 
Kualitas Sumber Daya Manusia Memasuki Era Globalisasi, Jurnal Dinamika Vol. 4 No. 1 Th. 
2004, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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Selanjutnya dalam hubungan dengan hak dan kewajiban sebagai 
Pegawai Negeri Sipil mengenai jabatan struktural, kenaikan pangkatnya 
dipertimbangkan berdasar masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-
syarat obyektif lainnya juga menentukan.  
Sistem prestasi kerja merupakan suatu sistem kepegawaian, dimana 
pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk naik 
pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai 
yang diangkat. 
Sistem pembinaan karier yang baik adalah menganut dasar-dasar sendi 
organisasi yang baik. Sistem pembinaan karier yang baik, dilaksanakan 
dengan baik dan akan dapat menimbulkan kegairahan bekerja dan rasa 
tanggung jawab yang besar dari seluruh pegawai. Sebaliknya meskipun 
sistem pembinaan karier cukup baik secara formil maupun informal, jika 
tidak dilaksanakan dengan baik, dapat menimbulkan dampak yang tidak baik 
terhadap karier pegawai negeri yang bersangkutan.  
Hukum agar bisa berfungsi sebagai rekayasa sosial bagi masyarakat 
biasa dan masyarakat pejabat sebagai pemegang law enforcement, dapat 
dipakai pula pendekatan dengan mengambil teori Robert Seidman yang 
menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan tiga 
kemampuan dasar yaitu pembuat hukum (undang-undang), birokrat pelaksana 
dan masyarakat obyek hukum. Pelaksana hukum, perilakunya ditentukan pula 
peranan yang diharapkan dari padanya, namun bekerjanya harapan itu tidak 
hanya ditentukan oleh peraturan-peraturan saja, melanikan juga ditentukan 
oleh faktor-faktor lainnya yaitu: 
(a) Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya. 
(b) Aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana hukum. 
(c) Seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri 
pemegang peran itu.  
Kesimpulannya bahwa ketiga unsur sistem hukum itu adalah: 
(1) Struktur hukum diibaratkan mesin. 
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(2) Subtansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin 
itu. 
(3) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk 
menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana 
mesin itu digunakan.  
Kebijakan publik dalam konteks unsur struktural lebih dominan 
berposisi sebagai sebuah seni yaitu bagaimana ia mampu melakukan kreasi 
sedemikian rupa sehingga performa organisasi yang dialaminya itu dapat 
tampil dengan baik. 
Kebijakan Keputusan Rektor ISI Nomor 14090/I6/KP.03.01/2008 
tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III-A pada kenyataannya 
tidak dapat mengisi kebutuhan pejabat Struktural Eselon II-A yang harus 
mempunyai pangkat terendah golongan IV-C, untuk itu kebijakan publik 
hadir memberikan arah-arahan dan langkah-langkah teknis bagi pucuk 
pimpinan dalam hal ini Rektor mengambil kebijakan. 
Bagi setiap orang yang menduduki jabatan struktural harus memenuhi 
standar kompetensi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor  43/KEP/2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural 
Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: 
Yang dimaksud kompetensi adalah Kemampuan dan Karakteristik 
yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, 
keahlIan dan sikap perilaku yang diperlakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya. 
Menurut salah seorang senior partner pada trainer personal 
development dan konsultan sumber daya manusia masih banyak organisasi 
yang belum memanfaatkan sistem sumber daya manusia berdasarkan 
kompetensi padahal ISO 9000  tahun 2000 terbaru mengharuskan setiap 
perusahaan penerima ISO memiliki sistem kompetensi, oleh karena itu 
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menurut Aifrid Agustina ingin mendikusikan sistem kompetensi tersebut 
sebagai salah satu bentuk revitalisasi sumber daya manusia.20 
Maksud dan Tujuan Standar Kompetensi Jabatan adalah pertama 
sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil dalam jabatan, kedua sebagai dasar penyusunan/pengembangan 
program pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil. 
Adapun standar kompetensi umum struktural Eselon II adalah sebagai 
berikut: 
a) Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kejuangan dan pandangan hidup 
bangsa menjadi sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan. 
b) Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good 
governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
organisasinya. 
c) Mampu menetapkan program-program pelayanan yang baik terhadap 
kepentingan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit 
organisasinya. 
d) Mampu memahami dan menjelaskan keragaman dan sosial budaya 
lingkungan dalam rangka peningkatan citra dan kinerja organisasi. 
e) Mampu mengaktualisasikan kode etik PEGAWAI NEGERI SIPIL dalam 
meningkatkan profesionalisme moralitas dan etos kerja. 
f) Mampu melakukan manajemen perubahahan dalam rangka penyesuaian 
terhadap perkembangan jaman. 
g) Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. 
h) Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelakasanaan 
tugas dan tanggung jawab organisasi. 
i) Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerja sama dengan 
instansi-instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk 
meningkatkan kinerja organisasinya. 
                                                 
20 Aifrid Agustina, Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Penilaian Performansi 
Individu Revitalisasi Sumber Daya Manusia, Perspektif, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 
Manajemen dan Akuntanti, Vol. 7 No. 2 Desember 2002. 
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j) Mampu melakukan resiko dalam rangka eksistensi unit organisasi. 
k) Mampu merencanakan/mengatur sumberdaya-sumberdaya yang 
dibutuhkan untuk pendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. 
l) Mampu melakukan koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi dalam unit 
organisassinya. 
m) Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai 
dalam rangka optimalisasi kinerja unit organisasinya. 
n) Mampu membentuk suasana kerja yang baik di unit organisasinya. 
o) Mampu menetapkan program-program yang tepat dalam rangka 
peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
p) Mampu menetapkan program-program pengawasan pengendalian dalam 
unit organisasinya. 
q) Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya. 
r) Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasinya/unit organisasi di 
bawahnya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan. 
s) Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan/ 
pengembangan-pengembangan kebijakan kepada pejabat di atasnya.  
Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan 
struktural harus dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai 
dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Maksudnya 
apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat Eselon I harus mengikuti pelatihan 
kepemimpinan (PIM I), Eselon II harus harus mengikuti pelatihan 
kepemimpinan (PIM II), Eselon III harus mengikuti pelatihan kepemimpinan 
(PIM III), Eselon IV harus mengikuti pelatihan kepemimpinan (PIM IV) 
begitu pula untuk Eselon V. Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi 
persyaratan kompetensi jabatan struktural, dapat diberikan sertifikat sesuai 
dengan pedoman yang ditetapkan serta dianggap telah mengikuti dan lulus 
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan 
tersebut. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan 
struktural belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 
sesuai dengan tingkat jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan 
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dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak 
yang bersangkutan dilantik.  
Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Nomor 
14090/I6/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon   
III-A pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta pada umumnya telah 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah 
memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dari 7 orang Pegawai 
Negeri Sipil, semuanya telah memenuhi pangkat, golongan yang ditentukan 
dan telah lulus Diklat PIM III, sebagai persyaratan untuk menduduki Eselon 
III-A. Di samping apa yang dipersyaratkan, juga harus mempunyai 
kemampuan seperti yang telah diatur di dalam Standar Kompetensi Umum 
Jabatan Struktural Eselon III-A adalah sebagai berikut.  
a. Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good 
governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab organisasinya. 
b. Mampu memberikan pelayanan-pelayanan yang baik terhadap 
kepentingan publik sesuai dengan tugas dan tanggungjawab unit 
organisasinya 
c. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris.   
d. Mampu melakukan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab organisasi. 
e. Mampu melakukan pendelegasian wewenang terhadap bawahannya. 
f. Mampu mengatur/mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit organisasi. 
g. Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerja sama dengan 
instansi-instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk 
meningkatkan kinerja organisasinya. 
h. Mampu melakukan koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi dalam unit 
organisasinya. 
i. Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai 
untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya. 
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j. Mampu menetapkan kegiatan-kegiatan yang tepat dalam rangka 
peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam unit organisasinya. 
k. Mampu mendayagunakan teknologi informasi yang berkembang dalam 
menunjang kelacaran pelaksanaan tugas. 
l. Mampu menetapkan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian 
dalam unit organisasinya. 
m. Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya. 
n. Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasinya/unit organisasi 
dibawahnya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan. 
o. Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan/ 
pengembangan program kepada pejabat atasannya tentang kebijakan-
kebijakan maupun pelaksanaan.  
Adapun rincian tugas 3 Bagian Eselon III-A, yang dipromosikan ke 
Eselon II-A menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut 
Seni Indonesia (ISI) Surakarta adalah: 
a. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dengan 
rincian tugas: 
1. Menyusun rencana program kerja dan anggaran bagian administrasi 
akademik dan kemahasiswaan dan alumni. 
2. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan bidang 
akademik, kemahasiswaan dan Alumni. 
3. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data bidang akademik, 
kemahasiswaan dan alumni.  
4. Mempersipakan bahan penyusunan peraturan di bidang akademik 
dan kemahasiswaan dan alumni.  
5. Melaksanakan urusan penerimaan mahasiswa baru. 
6. Mempersiapkan penyusunan kalender akademik. 
7. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik. 
8. Melaksanakan administrasi kelulusan mahasiswa. 
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9. Mempersiapkan penyelenggaraan wisuda, dies natalis, orasi ilmiah, 
dan upacara promosi guru besar. 
10. Melaksanakan urusan studi lanjut dosen. 
11. Melaksanakan urusan pemberian izin/rekomendasi kegiatan 
kemahasiswaan dan alumni. 
12. Melaksanakan urusan pembinaan organisasi kemahasiswaan. 
13. Melaksanakan urusan pelayanan kesejahteraan, kegiatan minat dan 
penalaran mahasiswa. 
14. Melaksanakan urusan pemilihan mahasiswa untuk mengikuti 
program keteladanan.  
15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran administrasi akademik dan kemahasiswaan. 
16. Melaksanakan penyajian data dan informasi bidang akademik, 
kemahasiswaan dan alumni. 
17. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat bidang akademik 
dan kemahasiswaan dan alumni. 
18. Menyusun laporan bagian administrasi akademik dan 
kemahasiswaan dan alumni.  
b. Bagian Keuangan dan Kepegawaian dengan rincian tugas: 
1. Menyusun rencana program kerja dan anggaran bagian keuangan dan 
kepegawaian. 
2. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan bidang 
keuangan dan kepegawaian. 
3. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data bidang keuangan 
dan kepegawaian.  
4. Melaksanakan urusan tuntutan ganti rugi perbendaharaan. 
5. Mempersiapkan laporan periodik pelaksanaan keuangan dan 
kepegawaian.  




7. Melaksanakan urusan pelantikan, serah terima jabatan, dan 
sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
8. Melaksanakan pengurusan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kartu Pegawai (Karpeg), 
Kartu Induk (Karin), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsul), 
Asuransi Kesehatan (Askes), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(Taspek), Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran 
Tunjangan Keluarga (KP4), dan Laporan Pembayaran Pajak Pribadi 
(LP2P).  
9. Melaksanakan urusan mutasi pegawai. 
10. Melaksanakan pemberian cuti pegawai.  
11. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat II, tingkat III dan penyesuaian 
ijazah. 
12. Menyusun rencana dan program pendidikan dan latihan pegawai 
serta mempesiapkan pemberian izin belajar/tugas belajar. 
13. Melaksanakan pemberian izin menjadi anggota partai politik. 
14. Melaksanakan penyusunan usul pengangkatan kembali pegawai 
yang telah melaksanakan tugas belajar.  
15. Melaksanakan urusan penyelesaian kasus kepegawaian.  
16. Melaksanakan urusan usul perpanjangan batas usia pensiun guru 
besar dan pengangkatan guru besar emiritus. 
17. Mengusulkan pemberian tanda jasa/penghargaan. 
18. Mengusulkan sertifikasi dosen dan guru besar. 
19. Melaksanakan penyusunan data pegawai. 
20. Mengusulkan penetapan angka kredit dosen dan jabatan fungsional 
lainnya.  
21. Menyusun  rencana formasi dan pengembangan pegawai. 
22. Melaksanakan urusan pengumuman, penerimaan, penyaringan, usul, 
dan pengangkatan pegawai baru. 
23. Melaksanakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
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24. Melaksanakan penyusunan usul revisi DIPA dan Petunjuk 
Operasional (PO).  
25. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, 
dan pertanggungjawaban keuangan.  
26. Meneliti dan menguji kebenaran setiap bukti penerimaan dan 
pengeluaran DIPA.  
27. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai, lembur, vakasi, 
honorarium, perjalanan dinas, pekerjaan pengadaan barang/jasa. 
28. Melaksanakan penyajian data perkembangan pelaksanaan DIPA.  
29. Melaksanakan usulan laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 
(LHKPN).  
30. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keuangan dan 
kepegawaian.  
31. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat bidang keuangan 
dan kepegawaian.  
32. Menyusun laporan bagian keuangan dan kepegawaian.  
c. Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat 
dan Pengembangan Pendidikan (LPPMPP) dengan sebagai berikut: 
1. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Bagian Tata Usaha. 
2. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan bidang 
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat dan pengembangan pendidikan. 
3. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan 
keuangan, kepegawaian dan pengelolaan barang perlengkapan di 
lingkungan lembaga.  
4. Melaksanakan urusan administrasi penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan pengembangan pendidikan. 
5. Melaksanakan urusan penerbitan jurnal hasil penelitian dan hasil 
pengabdian kepada masyarakat. 
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6. Melaksanakan urusan pelayanan informasi data dan informasi hasil 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan 
pendidikan. 
7. Melaksanakan urusan monitoring dan evaluasi kegiatan dan 
pelaksanaan anggara penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 
pengembangan pendidikan.  
8. Melaksanakan administrasi kegiatan pertemuan ilmiah.  
9. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat bidang 
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat dan pengembangan pendidikan. 
10. Menyusunan laporan bagian tata usaha. 
Di dalam mengatasi masalah agar jabatan Struktural Eselon II-A ini 
dapat terisi, maka penerapan hukum menjadi sangat tergantung pada 
kebijakan publik sebagai sarana yang dapat mensukseskan berjalannya 
penerapan hukum itu sendiri. Sebab dengan adanya kebijakan publik maka 
Rektor dibantu Baperjakat mampu merumuskan apa-apa yang harus 
dilakukan agar penerapan hukum yang ada berjalan dengan baik.  
Dengan begitu secara singkat tersirat sesungguhnya dapat dilihat 
bahwa kebijakan publik yang dibuat bukanlah untuk melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan aturan hukum akan tetapi agar aturan itu dapat 
terselenggara dengan baik.  
Pada saat ini untuk mengisi kekosongan yang ada, Rektor mengangkat: 
(1) Kepala Bagian Umum dan Keuangan merangkap sebagai pejabat 
pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan. 
(2) Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni 
merangkap sebagai pejabat pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi 
Akademik, Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerja Sama. 
 
2. Kendala yang dihadapi terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 
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Kendala yang dihadapi terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, dalam mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang netral, mampu 
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan tugas serta penuh kesetiaaan dan ketaaatan kepada 
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik 
Indonesia. 
Sejalan dengan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil perlu diperhatikan 
mengenai kenaikan pangkatnya, yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil. 
Berdasarkan hasil penelitian dari substansi hukum dapat diidentifikasi 
kendala-kendala sebagai berikut: 
a. Kenaikan pangkat yang kurang lancar bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
telah memenuhi persyaratan administrasi. 
b. Pengangkatan pejabat struktural harus sesuai dengan peraturan Pemerintah 
RI No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 
100 Tahun 2000. 
c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural Eselon III-A 
belum ada yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan 
Struktural Eselon II-A. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak sebagai 
pengangkatan pejabat struktural tidak diberikan sembarangan sesuai 
kewenangan pejabat akan tetapi menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
3. Upaya-upaya yang dilakukan agar dapat mengatasi kendala, dalam 
rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 
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Upaya-upaya yang dilakukan agar dapat mengatasi kendala, dalam 
rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 
(1) Keputusan Rektor ISI No. 14090/I6/KP.03.01/2008 tentang 
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III-A pada ISI Surakarta, cukup 
baik karena ukuran yang digunakan dalam menentukan daftar urut 
kepangkatan adalah senioritas dalam pangkat, jabatan pendidikan dan 
latihan jabatan, masa kerja, dan usia.  
Selain sistem karier juga tedapat sistem prestasi kerja adalah suatu sistem 
kepegawaian dimana untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan 
didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai.  
Kecakapan tesebut harus dibuktikan dengan lulus ujian jabatan dan 
prestasinya harus terbukti secara nyata,  pengangkatan pegawai dalam 
jabatan struktural didasarkan atas ujian substansi hukum yang dijadikan 
dasar pengangkatan jabatan struktural Eselon II-A adalah diatur didalam: 
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural. 
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural. 
(2) Harus memahaminya peraturan kepegawaian di jajaran Biro Administrasi 
Umum dan Keuangan terhadap kendala yang ditemui untuk memperoleh 
hak kenaikan pangkat bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan 
administrasi.  
(3) Upaya-upaya dari hasil penelitian adalah pejabat Eselon III-A yang telah 
lulus strata II (dua)/magister dengan pangkat golongan IV-A, telah 
diikutkan Diklat Pim (dua) dan dengan SK Rektor  sebagai (1) Pejabat 
Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan (2) 
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Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Akademik, 
Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama.  
(4) Memungkinkan pegawai dapat memperoleh kepangkatan sesuai haknya. 
(5) Diberi kesempatan ijin belajar, agar memiliki jenjang pendidikan yang 














Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kebijakan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Nomor 
14090/I6/KP.03.01/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon   
III-A pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta memang belum sesuai 
dengan kebutuhan yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Sementara kualitas dan 
kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai, maskudnya 3 orang 




2. Kendala yang dihadapi terkait dengan kebijakan Keputusan Rektor Institut 
Seni Indonesia (ISI) Surakarta Nomor 14090/I6/KP.03.01/2008 tentang 
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III-A ditinjau dari Peraturan metneri 
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 adalah belum ada Sumber Daya 
Manusianya yang dapat diangkat sesuai kebutuhan di Institut Seni Indonesia 
(ISI) Surakarta untuk jabatan Kepala Biro atau sekretaris lembaga yang 
menduduki Eselon II-A harus berpangkat minimal golongan IV-C. 
3. Upaya-upaya yang diambil dalam pemecahan dari kendala-kendala tersebut 
antara lain: 
a. Memudahkan prosedur kenaikan pangkat. 
b. Mendorong untuk studi lanjut strata 2 (dua)/magister. 
c. Pengangkatan Pejabat Struktural harus sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
d. Pengusulan seleksi Pim II. 
e. Pengiriman Pim II. 
f. Pengangkatan oleh Rektor Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Biro 
Administrasi Umum dan Keuangan. 
g. Pengangkatan oleh Rektor Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Biro 
Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama. 
 
B. Implikasi 
Implikasi yang timbul berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pentingnya mengupayakan intensifikasi komunikasi hukum antara unit-unit terkait 
agar ada masukan-masukan untuk merencanakan pengisian minimal 5 tahun 
kedepan jabatan struktural yang memerlukan jenjang pangkat golongan IV-C. 
Intensifiaksi komunikasi hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain 
dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dengan melibatkan semua 
unsur pimpinan, sehingga langkah-langkah yang diambil baik menurut peraturan-
peraturan yang ada maupun menurut kebijakan dapat memenuhi kebutuhan 





Berdasarkan hasil penelitian dan didukung adanya kenyataan di lapangan 
maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut: 
1. Kebijakan Keputusan Rektor, harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
Di dalam pengangkatan Pejabat Struktural di Institut Seni Indonesia 
(ISI) Surakarta pada umumnya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Akan tetapi 
ada juga yang berdasarkan kebijakan.  
Oleh sebab itu yang berdasarkan kebijakan perlu diperhatikan atau 
dipersiapkan beberapa hal antara lain membuat: 
1) Perencanaan jangka panjang, yang lebih matang minimal 5 tahun 
kedepan pengisian pejabat struktural berdasarkan daftar urut 
kepangkatan. 
2) Perencanaan peraturan-peraturan berdasarkan kebijakan yang harus 
disosialisasikan ke semua unit agar mengetahui kebijakan tersebut.  
Contoh: 
1) Di dalam menduduki jabatan struktural harus berdasarkan senioritas 
atau daftar urut kepangkatan. 
2) Pendidikan harus telah lulus strata 2 (dua) atau magister. Dalam hal 
ini tidak diatur di dalam Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. 
2. Di dalam mengurangi kendala yang ada diperlukan adanya sosialiasi kepada 
Pegawai Negeri Sipil. 
Meningkatkan Sumber Daya Manusia itu sangat penting agar dapat 
bekerja secara profesional. Dalam hal ini harus ada sosialisasi tentang 
peraturan-peraturan kepegawaian yang berhubungan dengan kenaikan 
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pangkat, jabatan struktural dan Eselon kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
berpangkat minimal III-B, agar dapat memotifasi untuk meningkatkan diri, 
meningkatkan kinerja, lebih bersemangat menyongsong hari esok yang lebih 
baik, tangguh sebagai armada-armada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, 
yang selaras dengan pembangunan nasional dan pembangunan seluruh 
masyarakat Indonesia.  
3. Upaya-upaya yang harus diperhatikan oleh Biro Administrasi Umum dan 
Keuangan adalah: 
a. Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kepegawaian harus 
menguasai peraturan-peraturan yang berhubugnan dengan kepegawaian, 
agar tidak ada kekeliruan di dalam memutuskan suatu masalah agar tidak 
merugikan pihak lain atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut 
Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 
Contoh: 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 
Tentang Perbahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 
b. Semua pegawai mempunyai hak yang sama baik di dalam pengusulan 


























Buku  : 
Adi Sulistiyono, 2008, Teori Ilmu Hukum dalam Perspektif Interdisipliner dan 
Eksternal Secara Kritis, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum, Fakultas 
Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
 
Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Aneka Ilmu, Jakarta 
Program Pascasarjana UNS, 2008, Pedoman Pembimbing & Pedoman 
Penelitian Usulan Penelitian & Tesis. 
 
Ilhami Bisri, 2007, Sistem Hukum Indonesia, ctk. Pertama, Pt Raja Grafindo 
Persada, Jakarta. 
 
Jamal Wiwoho dkk, 2008, Bahan Perkuliahan Hukum dan Kebijakan Publik, 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 
 
Joko Widodo, 2008, Analisis Kebijakan Publik, ctk. Kedua, Bayumedia 
Publishing, Malang. 
 
Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Negeri Sipil, 2006, ctk. Kesatu, Wacana 
Intelektual. 
  




Setiono, 2005, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program 
Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS Surakarta. 
 
Setiono, 2008 Hukum dan Kebijakan Publik, Bahan Matrikulasi Program 
Magister(S-2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 
Sondang P. Siagian, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, ctk. Keenam 
belas, Bumi Aksara, Jakarta. 
 
Suwandi, 2007, Tesis Implementasi Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 
 
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, ctk. Keempat, Balai Pustaka Jakarta. 
 
Tim Redaksi Fokus Media, 2007, Pokok-Pokok Kepegawaian Edisi lengkap, ctk. 
Pertama, Fokus Media, Jakarta. 
 
Tim Redaksi Fokus Media, 2007, Pokok-Pokok Kepegawaian, ctk. Pertama, 




Undang-Undang Dasar 1945. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian. 
 
Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok  Kepegawaian. 
 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. 
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2002 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. 
 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil. 
  
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 




Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 171/0/2003 
tentang Statuta Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta. 
 
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 43/Kep/2001 tentang 
Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. 
 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 45 Tahun 2007 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja ISI Surakarta. 
 
Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta No. 14090 / 16 / KP. 03.01 / 
2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III a Pada Institut 






Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2003, halaman 127 – 
138. 
 
Jurnal Dinamika, Volume 4 No. 1 Tahun 2004, halaman 42 -51. 
 
The International Journal of Human Resource Management, 1466-4399, Volume 
21, Issue 9, 2010, pages 1373 – 1395. 
 
The International Journal of Human Resource Management, 1466-4399, Volume 
21, Issue 9, 2010, pages 1454 – 1471. 
 
Jurnal Perspektif, Volume 7 No. 2 Tahun 2002, halaman 157 – 167. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lxxxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
